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jomor 43 Tahun 2014 tentang Perat
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seb:

- telah di dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 ‘T

Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pulau Morotai;

t : 1. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
; Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten
g Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik

), Indonesia Nomor 3895); ’

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

b= Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

2 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

: Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun

& 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4866);
] 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan
. Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utata

o Negara Republikindonesia Tahun 2008 Nomor 190; Tambahan "
- Lembaran Negara Republik Indonesia N UPATI :
' 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 2 yiol o
. Peraturan Perundang-undangan (Le s epublik|- .} -

Tahun 2011 Nomor 82, T ASPSnEl Y Pt

lik Indonesia Nomor 5234);

.
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i ng Nomor 30 Tahun 2014 w

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Inc

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negnm

Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209 1),

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun )
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nege

: Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); || - BUPAT!
~ 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repu ._n“..h.

- Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (B

a Tahun 2016 Nomor 1037);
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Negara Kesatuan Republik Indonesia.

an Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

£ gan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyal wewenang,

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga Desanya dan

melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

; 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat

i sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam

4 memberdayakan masyarakat Desa.
. 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
' unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang

bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan
di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembanguna
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masydraka
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adaf istiddat Déga
€nas berdasarkan hak asal usul adalah hak :|ﬂn.a;u pakan v
‘masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa .! asyaraks
erkembangan kehidupan masyarakat. i | ASSIS
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sesuai prtnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4
(1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri dari:
sistem organisasi masyarakat adat;
pembinaan kelembagaan masyarakat;
pembinaan lembaga dan hukum adat;
pengelolaan tanah kas Desa; dan
pengembangan peran masyarakat Desa.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan
inventarisasi, antara lain:

menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak

perdata;
b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
pengelolaan hutan desa milik Negara;
f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
s pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa; :
tan upaya gotong royong masyarakat; --
manan kekayaan dan asset desa; m-
n hak asal usul lainnya yang merupakan hasilidentifikas dan——
si berdasarkan situasi dan kondisi Desa.| 4

BAB IV

a.
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te ma.ayamkat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; .
gan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; iy
1 perpustakaan Desa dan taman bacaan;
an embung Desa;

2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal desa yang
 dilakukan seperti:
a. pembangunan jalan-jalan desa dan jalan tani;
. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk

pembangunan desa dan rumah rakyat;

¢. usaha ekonomi masyarakat;
penegakan hukum dan system pengamanan lingkungan;
Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, bumdes,

aatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
an penghijauan desa;
an kebersihan desa dan pantai;
:an peningkatan pendidikan non formal; 1 pEJABAT G| P
1 industri rumah tangga; ! | wakiLupa [
BN
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-usul dan skala lokal desa kepada Desa;
sasi dan penyuluhan sebagai dimaksud pada ayat (1)
usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan

-- penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh kepala
tua BPD, serta diketahui oleh Bupati melalui camat.

Pasal 9

pelaksanaan ketentuan pasal 8 pemerintah desa menyiapkan rancangan
“--desn. tentang kewenangan desa berdasarkan kewenangan menurut

dan skala lokal desa.
peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama

untuk mendapatkan kesepakatan.
‘peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi

yang telah dievaluasi oleh kabupaten ditetapkan sesuai dengan
dangarn ya,ngberlaku.

Pasal 10
camat untuk melakukan evaluasi dan implementasi

Dipindai dengan CamScanner




Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 03 JAN

BUPATI U MOROTAL,

AT diMomtB.iSeIatan
al 3 JAN 1020

DAERAH
PULAU MOROTAI,

NO.| PEJABAT _|WGHLARELP
s o b
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